
ABSTRAK

Peraturan otonomi daerah mengharuskan Pemerintah daerah untuk membangun
dan mengelola wilayahnya sendiri sesuai dengan kebutuhan, kondisi, dan suara aspirasi
dari masyarakat setempat. Ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5
Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum bertujuan untuk menciptakan suasana yang aman,
nyaman, dan tertib. Pada kenyataanya masih terdapat masyarakat yang melanggar
ketertiban umum salah satunya waria yang melanggar ketertiban umum dengan menjadi
Pekerja Seks Komersial. Tujuan dari penelitian hukum ini guna mengetahui pelaksanaan
penertiban waria yang dilaksanakan oleh Satpol PP Kota Semarang dan mengetahui
kendala yang dihadapi Satpol PP selama melaksanakan penertiban terhadap waria di Kota
Semarang.

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah
pendekatan yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan. dengan metode
pengumpulan data sekunder. Metode pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan
wawancara. Metode analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa; Pertama
pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP Kota Semarang dalam penertiban waria guna
menerapkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Ketertiban
Umum secara teknis sudah berjalan dengan baik sesuai dengan prosedur hukum yang
berlaku. Dengan tahapan awal Pra Operasi Penertiban yang berawal dari aduan dari
masyarakat kemudian ditindaklanjuti oleh Satpol PP Kota Semarang dengan cara
memantau wilayah yang ditargetkan untuk pelaksanaan operasi, kemudian pelaksanaan
eksekusi penertiban waria yang dilakukan oleh anggota Satpol PP Kota Semarang dan
kemudian akan diamankan dan didata pada kantor Satpol PP Kota Semarang, tahapan
terakhir pasca penertiban dengan cara memberikan sedikit pembinaan, dan mencatat data
diri para pelanggar ketertiban umum, kemudian memberikan surat pernyataan untuk
ditandatangani surat pernyataan yang berisi bersedia tidak melanggar ketertiban umum
kembali. Kedua, terdapat kendala yang dialami Satpol PP Kota Semarang seperti
terbatasnya anggaran operasional, minimnya jumlah Anggota Satpol PP, dan hingga
sekarang belum ada panti sosial yang mau menampung waria.
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